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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 77 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA) KABUPATEN SITUBONDO
PROCRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJIA DAERAK {AFBDY)

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI STTURONDO,

babwa guna memberikan standar biaya pelayanan kesehatan sistem Jaminan
keschatan masyarakat dactah (JAMEKESMASDA) Kabupaten Simbondo
Program Anggaran Pcedapetan dan Belania Dacrah (APBD), Jdipanlmg
periu mempatur Standay Biaya Pelayanan Keschatan Sistem Jaminan
Keschatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Situbonde
Progrem  Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APRD) yang
pelaksanaannya ditctapkan dengan Peraturan Hupati.

L.

Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah- daeruh Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
{fembaean Ncgara Republik Indomesia Tahon 1950, Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 9);

. Undang-Undimg Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Soial Tenaga

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14,
Tambithan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 2273 .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentany Keschatan (¥ emtbaran
Negars Republik Indonesia Tamm 1992 Nomor 100, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3495);

Undang-1)ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Tembaran Negara Republik Iodonesia Tabun 2003 Nomor 47,
Tambahan 1Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 4286)
Undang-Undang Nomor { Fahum 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoaor €355 };

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenlukan Peraturan
Perundanpg-undangan (Tembarsn Nepara Republik Indoncsia 1'ahun
2004 Nomor 53, Tambshan Lembaran Negara Republik  Indonesiz
Nomor 4389} :
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11.

Undang-Undang, Nomor 153 Tahun 2004 (enlang  Pemerksaan,
Pengetolaan dan Tanggimyg Jawab Kevangan Negam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talm 2004 Nomor 66, Tambahan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;

Undang-Undang Nomar 2% Tazhun 2004 ientang Prakeik Kedokteran
{Lembaran Negwra Republift Indonesia Tahun 2064 Nomor 1[04,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
Undang-Undang Nemor 32 ‘tahun 2004 temtang Pemerintahan Dacrah
{Lembeman Negara Reprblik Indonesia Tabun 2004 Notmor 125, Tambahan
Lembaran Nepara Repablik Indonesia MNomwr 4437) sebagaimana telah
divbah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 temiang Perwbahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teoteng Pemerinlahan
Draerah {Lembarm Negara Republik Indoncsia Tahun 2008 Nomor 59,
T'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangzan Kenangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemeriniahan Dacrah (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tshun 2004 Nomor 126, Tambahem Lembaran
Negara Eepublik Indonesia Momor 4438) ;

Undang-{indang Nomor 40 Taban 2004 tentang Sisern Jaminan Sosial
Masional ({Temberan Negara Republik Indonesia Tabwmn 2004 Momor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 44356)

Peratwnn Pemerinah Nomor 28 Talm 1972 tentang Perubalon Nama
dan Pemindahan Tempal Kedudukan Pemerimtabh Dracrat) Kabupesten Pananikan
{Lemberan Negara Republik Indonesia Tatmn 1972 Namor 38) ;

12 Peatwan  Parrintah Norew 32 Talwn 1996 tenteng Tenapa Kesehokan

13.

14.

15.

16.

17.

18,

(Lembaren Negara Ropublik ndonesia Tshun 1996 Nomor 49, Tanbdhan
Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 36373 ;

Peratwan Pemgrintah Nomor 58 Tabun 2005 lentany  Pengelolaan
Keusngan Daerah (Fembaran Negama Republik Indonesian Tahun 2005
Nomor 140, Tambshan Uembsran Negara Republik Indoocsia
Nomaor 4578} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Awtara Peragriniah, Pemerintahan Dacrah Propinsi, dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembatan Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambalan Lembaran Negara
Ecpublik Indonesta Nomor 4737) ;

Peraturan Menieri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/VIF 1993 tentang
Peayelengparaan Program Jaminan Pemwliharam Kesehatan Masyarakat
scbagatmana diubah dengan Peraturan Menferi Keschatan Nomeor
568/ Menkes/Per/ VI/1996 ;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan
Dhaerab ;

Peraburan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pevgelolaan Keuangan Daernh sebagaimans telah divheh
dengan Peraturan Menteri Dulam Negeri Nonior 59 Tahun 2007 tentanp
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006
tentang Pedomen Pingelalaan Keuangan Dactah ;

Peraturan Meeri Kesehatan Noanor 741 Tahun 2008 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Minimal Bidang Keschatan di Kabupaten/Eota ;



Menetapkan

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 316/Kep/Menkes/V/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin:

20, Peraturan Daerah Provinsi Juowa Timur Nomor 4 Tahun 2008 entang
Sistem Jaminan Keschatan Daerah di Jawa Timur;

21. Peraturan (ubemnur Provinsi Jawa Timuor Nomor 4 Tabun 2009 teniang
Sistem Jaminan Kesehatan Daceah di fawa Timurc

22. Peraturan Daerah Kabupaten Silubondo Nomor 1 Tabun 2006 tentang
Rencana Pembanpunan Fangka Menengah Daerah (RT'TMID) Kabupaten
Situbondo Tahun 2006 — 2010 (Lembatan Dacrah Kabupaten Situbondo,
Seri A Momor 1) schaguimana tclah diobah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2009 fentang Perubahan Aias
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Rencapa Pembanguman Jangka Menengah Daerah (RPIMD) ¥abupaten
Situbonda Tahun 2006-2010 {Lembaran Daerah Kabupaten Sitebondo
Tahun 2109 Nomor 04);

23. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 teniang
Pokok-Pokok Penpelolaan Keuangan Daecrah;

24. Peraluran Buypatt Siivbondo Nomer 2 Tahun 2010 tentang Sistem
Jaminan Keschatan Masyarakn 1acrah (SAMKESMASPA) Kebupaten

Situbondo Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBIY).
MEMUTLUSKAN -

FERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PELAYANAN
KESEHATAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
BAERAH  (JAMKESMASDA) KABUPATEN SITTVRONDO
PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAFRRAH
(APBD).

BAB I
KETENTUAN UMiM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

I. Daerah adalah Kabupaten Silubondo.

2. Jaminan Keschatan Masyarakat Daerah, yang selanjuinya disingkat
JAMKFSMASDA sdalsh salab sam bentuk poahs kesejahieraan
keschatan di Kabupsten Situbondo berupa pertindungan  dan
pemcliharaan kesejshteraan yang memberikan jaminan bagi sclucuh
warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnys
yang layak.

3. Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah, yang selanjutnya digingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dasrmh dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Diacrah.

4. Pcmben Pelayanan Kesehatan, yang sclanjutnya disingkat PPK adalah
sarana pelayanan keschatan seperti Puskesmas, BP4, BKMM, Rumah
Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, baik Pemerintalt maupun Swasta
tidalam dan diluar Kabupaten Situbhondo yanp (clah membuat
penamian Xerfjasama (PES) dengan Tim Penpeloln.

5. PPK Primer adaleh Puskcsmas dan jaringannya di Kabupaten
Situbondo.



6. FPPK Sekunder adalah Rumah Sakit Pemerintah di Kabopaten
Situbonde schagai pemberi pelayanan kesehatan lanjutan danfatag
rujukan.

7. PPK Tersier adalah Rumah Sakit Pemerintah dan/atau swasta i huar
Kabupaten Situbondo yang telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama
guna memberikan pelayanen kesehatan lanjutan dan/atau rojukan.

8. Meganjian Keja Sama, yang sclanjutnya disingkat PKS adalah
perjanjian kerja yang memuat hak dun kewsjiban dari PPK dan Tim
Pengelola atas penyclenggarsan JAMKESMASDA Kabupaten
Situbonde yung mervpakan dasar bagi pemberian pelayanan keschatan
bagi peseria JAMKESMASDA.

Y. Kiaim pelayanan keschatan adalah iata carm pembayatas yang
herdasarkan pada pelayatan yang telah diberikan bagi sctiap peserta
Jamkesmasda dalam jangka wukiu fevientv dengan  persysrawmn
terteni

BAB I
STANDAR BIAY A
Pasal 2

Standar biaya atas jenis pelayanan keschatan yang diberikan PPK pada
Ristern IAMKLSMASDA sebagai berikut

Iodileaior . g Biayu
MNo. Kegiarian Jenis Pelayanau Pelayanan (Rp.) Kelerangan
I Yisit  Ratc | Rawat jalan df Peskermon 4,000,000
15% Tindakun medik ringan
; - Injeksi S000,00
? - Jahit luka 1-10 simpul 55.000,00
- Perawatan luka 3.000,00
- Pasang infus dewasa 5. MK (K)
- Skin tes 7.000.00
- Pasang/buka spalk 7508100
- Tindik wlinga 7.508,00
- Pasang nasal sonde 7.500.00
= Rawat luka bakar prade 1 19.000.00
- Kogeterisagj 1 0O00,
- I[nspekulo 10.000, 00
- Vena sechi 55.00411H)
- Insisi abses 55000
- Circumsisi 55.000.00
- Pasang f Lepas IUD 20 THEYO0
- Pusang Impkant 20.000. 00
- Lepas Implant 30.000,00
- Dopller T1.500.00
- Cabut pigi splung 15 004,00
- Tumpatan scrncniac 10,000, 01}
- Kurang gigi atas bawah 25.0040,00
- Cabani gigi letap 20.000,00
- Tumpatan tetap 20,600,100
Tindukan medik sedang
- Rawat luka grade 11 11.500,00
~ Jahit luka 10-25 simpul RO.000.00
- Fiksasi frakiur costa 12,500,050
- Pasang / buka gips 13.500,00
- Kumbah iambung . 16.500,00




- Pasanp ranse! verban 25,000,
- Perawatsn pulpa gigi 20.004,00
- Pencabutan denpan A0, 00,00
komplikasi
- lnzisi abges 34.000,00
- Gipt  tmuan  sebapian 40.600,00
fcpasan
- Oigi tirusan lengkap 20000, 00
lcpasan
Timdalan spesialistik - | Sesuai PXS/ Perda
yang berlaky
Rawat  Jalan  Tingkat Scami PKS/ Perda
[ﬂlljlltll! yvimg berlakn ;
2 Average Rawal inap di Pexkesay 500000 | Per  heri  rewat
Eomg Pelaysum Owe day cane 50.00d), 041 | weap
Occulpation | Rawat inap di PPK Sekunder - | Sesnai PKS/INA
Stry (ALOS) DRG
4 han Rawst nap di PPK Tersier - | Sesuar PKSTMA
DRG
Penanganan Gawet Darorat - | Sesual  perafuran
per-au-an  yang
Pendamping pasiem  rawat | berlaku
friap
- di Puskssmas mwal inap 15.000.60
Meksimal  sam
- i PPE Selander 15 000006 | orang per hari
Maksimal  satu
- i PPK Tersier 15.000,00 | orang per hari
Miaksima) dua
Selisih  paket  pelaynman - | erang per hati
ohat di Rumah sakit Sespai  dengan
pertimbangan
Komite medik
3 | Rujukan Rujnknn Gawst Durorst
- Biaya BBM - | Sesuad standar
bigye Pranermizh
- Sopir dan Tenaga | 20.000,00 sfd | Kabupaten
Kesehatan  Pendamping | 50.000,00 Nilubondo, yakni:
Roujukan & [H dalam Kab
Sitwbondo  Rp.
20.000,00
o Ke Luar Kab
Sitnbondo REp.
5000000
4 Pemeriksanan | Persaliman di Puskesmas
Persalinan, - [I"ersaliman Momal 250000441 | Scsual  peraturan
Kunjungan per-du-an  vang
NWeonams, berldky
Pertolongan | - Persalinan PONED 300.000,00 | Sesuai  peraturan
Persalinan per-uug-an  yang
olsh Tenaga herkakn
Kesehitan Persalinan di Rumah Sakit
(K4, Linakes, | - JiI'PK Sekunder - | Sesuai PKS/INA
dan KN2) DRG
- i PPK Tersier - | Scsnan PKS/INA
DRG
(thservidi proacs persalinan 50.000,00 | Bumil  dirujuk

dun kb b jam




Fenanganan Ciader pf:rséllimn
Tingekan PONFEL}

Perawatan nifas

200.000,00
5.000,04 s/d
1G000 00

Paaal 3

Sesuaf Perda yang
berlaku’ INA TIRG
Sesual Ferdu yunyg
bes ko’ TNA LR

Tranpon. potugas
dalam dess ntam
Bvtar dewa

o

Standar biaya atas pelayvanan keseharan sehagaimana dimaksud dalam Pasal
2 merupakzan besaran hiava yang dapat diklaim oleh PPK atas pelayanan

kesehatan yang dibertkan.

BAB III

KETENTUAN PENTITUP

Pasal 4

Peraturan |3upati ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapal mcngetshuinya, memcrintshkan pengumdangan
Peraturan Bupaki ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Sitwbondo.
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